
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN2018

TENTANG

PERLINDUNGANDANPENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUS! BANYUASIN,

Menimbang

Men~gat

bahwa untuk meIaksanakan ketentuan PasaI 10 ayat (3) huruf c

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PerIindungan

dan PengeIolaanLingkungan Hidup, perlumenetapkan

Peraturan Daerah ten tang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

1. PasaI 18ayat(6) Urtdang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang DaruratNo. 4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat NO.5

Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan

Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

{Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2009 tentang

PerIindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubIik

Indonesia Nomor 5059);



4. Undang-Undang Nomor 23 'rahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teIah

bebera.pa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lemba.ran Negara

Republik Indonesia Nomor 5285);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terttang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17

Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelo1aan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN

dan
BUPATIMUSIBANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUNDUNGAN DAN
PENGELOLAANUNGKUNGANHIDUP.
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BABI

KETENTUANUMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; yang

selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan

hidup dan mencegah teIjadinya pencematan dan/atau

kerusakan Iingkungan hidup meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan

penegakan hukum.

8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri

iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi

manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem

alam dan lingkungan hidup.

9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang

merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling

mempen,garuhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan

produktivitas lingkungan hidup.
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10. Geospasia1 adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi,

letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di

bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan

dalam sistem koordinat tertentu.

11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang

memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya

perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya

untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau

dimasukkannya makhluk hidup, :tat, energl, dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup

yang telah ditetapkan.

14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung

dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau

hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup.

15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemarrtpuan

lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia,

makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan

lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen

lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,

dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,

dan/atau program.
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18. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya

disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau

te1ah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu

termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta

rene ana pembangunan.

19.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disebut AMDALadalah kajian mengenai dampak penting suatu

usaha dan/atau kegiatan yang direneanakan pada lingkungan

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL,adalah

penge10laan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan

hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

21. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan

langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga

menyebabkan perubahan komposisi atmosfir seeara global dan

perubahan vanabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun

waktu yang dapat dibandingkan.

22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beraeun, yang selanjutnya

disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

yang mengandung B3.

24. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3,

adalah zat, energi, dan/ataukomponen lain yang karena sifat,

konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik seeara langsung

maupun tidak langsung, dapat meneemarkan dan/atau

merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup

manusia dan makhluk hidup lain.

25. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimburtan limbah B3.
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26. Air adalah semua aIr yang terdapat di atas dan di bawah

permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosH.

27. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di

bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini

ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

28. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,

zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

29. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur

pencemar danl atau jumlah unsur pencetnar yang ditenggang

keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau

dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau

kegiatan.

30. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air

yang telah ditetapkan.

31. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada

lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi

Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi

kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan

hidup lainnya.

32. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat,

energi danl atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada

dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya

dalam udara ambien.

33. Baku Mutu Emisi Gas Buang adalah batas maksimum zat atau

bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas

buang kendaraan bermotor.

34. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber

gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan Iatau
zat padat.
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35. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan

teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan

organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan

mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan

makhluk hidup lainnya.

36. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan

sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.

37. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang

melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

38. Remidiasi adalah upaya pemulihan pencemaran

lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

39. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan

nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya

pencegahan kerusakanlahan,memberikan perlindungan, dan

memperbaiki ekosistem.

40. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan

lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali

sebagaimana semula.

41. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu

secara teratur untuk mencegah kerusakan dan pemusnahan

dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian.

42. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL

atau UKL-UPL dalam rangkaperlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha

dan/atau kegiatan.

43. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua

pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi

dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

44.0rganisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang

terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan

dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

45. Orang adalah orang perseorangan atau Badan usaha baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
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Bagian Kedua

Asas

Pasa12

PPLHdilaksanakan berdasarkan asas :

a. tanggungjawab daerah;

b. kelestarian dan keberlanjutan;

c. keserasian dan keseimbangan;

d. kesejahteraan sosia1;

e. keterpaduan;

f. manfaat;

g. kehatian-hatian;

h. keadilan;

J. ekoregion;

J. keanekaragaman hayati;

k. pencemar membayar;

1. partisipatif; dan

m. kearifan loka1.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal3

PPLHbertujuan untuk :

a. melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan

Lingkungan Hidup;

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat;

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan

kelestarian Ekosistem;

d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Lingkungan Hidup;

f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan

Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
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g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alarn secara

bijaksana;

h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

i. memberi kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatart yang

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasa14

PPLHmeliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan;dan

f. penegakan hukum.

BAB 11

KEWENANGAN

PasalS

(1) Petnerintah Kabupaten berwenang :

a. menetapkan kebijakan;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL

dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan

emisi gas rumah kaca;

f. mengembangkan dan melaksanakan keIja sarna dan

kemitraan;

g. mengembangkan dan tnenerapkan instrumen Lingkungan

Hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
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i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-

undangan;

j. melaksanakan stan dar pelayanan minimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak

masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH;

1. mengelola informasi Lil1gkungan Hidup;

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem

informasi Lingkungan Hidup;

n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan

penghargaan;

o. menetapkan dan merekomendasi izin lingkungan; dan

p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.

(2) Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berwenang di

bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang- undangan.

(3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dikoordinasikan dan / atau dilaksanakan oleh

Kepala Dinas.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal6

Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

dilaksanakan melalui tahapan:

a. inventarisasi Lingkungan Hidup di Ekoregion Kabupaten; dan

b. penyusunan RPPLHKabupaten.
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Bagian Kedua

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

(1) Bupati melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup di Ekoregion

Kabupaten.

(2) Inventarisasi Lingkungan Hidup di Ekoregion Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup

dalarn bentuk:

a. Geospamal;dan

b. non-Geospasial.

(3) Data dan informasi Lingkungan Hidup dalam bentuk geospasial

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan untuk

penyusunan RPPLH Kabupaten yang disajikan dalam bentuk

peta dengan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu)

atau 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu)

(4) Data dan informasi Lingkungan Hidup dalarn bentuk non

Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diperlukan untuk penyusunan RPPLHKabupaten yang disajikan

dalam bentuk bukan peta.

(5) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (2),meliputi:

a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alarn;

b. jenis sumber daya alarn yang dimanfaatkan;

c. bentuk penguasaan sumber daya alarn;

d. pengetahuan pengelolaan Lingkungan Hidup dan sumber

daya alarn;

e. bentuk pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;

f. gas rumah kaca;

g. kerentanan terhadap perubahan iklim;

h.jasa ekosistem;

i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan

j. aspek lainnya yang terkait dengan surnber daya alarn dan

Lingkungan Hidup.

11



(6) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (5)didasarkan pada:

a. jenis;

b. sifat; dan

c. karakteristik sumber daya alam Kabupaten.

(7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:

a. tumpang susun informasi Geospasial tematik;

b. pengolahan data statistik;

c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau

d. analisis lainnya sesuai dengan perketnbangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:

a. sebaran penduduk;

b. aspirasi masyarakat;

c. kearifan lokal;

d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan

sumber daya alam; dan

e. aspek lainnya yang terkait dengan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPPLH

Pasal8

(1) RPPLHKabupaten disusun berdasarkan:

a. RPPLHProvinsi; dan

b. !nventarisasi tingkat Ekoregion.

(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah

terkait.

(3) Materi muatan RPPLHKabupaten meliputi renCana:

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alatn;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi

Lingkungan Hidup;
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c. pengendalian, pemantauan, serta pendayag\.maan dan

pelestarian sumber daya alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pad a

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik

dan fungsi ekosistem.

(5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media

Iingkungan hidup.

(6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan

pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung,

karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media

Lingkungan Hidup.

(7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap media

lingkungan hidup., Ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan

(8) Fungsi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai

dengan ayat (6) yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam

penyusunan RTRWKabupaten.

(9) RPPLHKabupaten menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam

RPJPK dan RPJMK.

BABIV

PEMANFAATAN

Pasal9

(1) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal4 hurufb dilakukan berdasarkan RPPLH Kabupaten.

(2) Dalam hal RPPLH Kabupaten belum tersusun, pemanfaatan

sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:

a. daya dukung dan dayatampung Lingkungan Hidup di

Ekoregion Kabupaten; dan/atau

b. karakteristik dan fungsi Ekosistem.
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(3) Ketentuan mengenal daya dukung dan daya tampung

Lingkungan Hidup di Ekoregion sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati dalam menetapkart daya dukung dan daya tampung

tampung Lingkungan Hidup di Ekoregion sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu berkonsultasi kepada

Gubernur.

(5) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung

Lingkungan Hidup di Ekoregion sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidu p;

b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan

c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(6) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung

Lingkungan Hidup di Ekoregion Kabupaten dilakukan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasall0

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan

Hidup.

(.2)Pengendalian pencemaran dan/ataukerusakan Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada:

a. media Lingkungan Hidup; dan

b.Ekosistem.

(3) Pengendalian pencemaran terhadap media Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi

pengendalian pencemarart:

a. Air;

b. Udara; dan
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c. Tanah.

(4) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Ekosistem

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi

pengendalian Kerusakan Ekosistem:

a. Tanah;

b. hutan di luar kawasan hutan; dan

c. Ekosistem lainnya.

(5) Kententuan lebih lanjut mengenai pengendalian kerusakan

Ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c

diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 11

(1) BUpati menyusun KLHS dalam melaksanakan pengendalian

pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar

dalam penyusunan atau evaluasi:

a. RTRWK beserta rencana tata ruang kawasan strategis

Kabupaten;

b. RPJPK;

c. RPJMK;dan

d. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak

dan/atau resiko Lingkungan Hidup.

(3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evalusi RTRWK

beserta rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang penataan ruang

(4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPK dan RPJMK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

daerah.
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(5) Pe1aksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan

Kabupaten yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau

risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d di1akukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun KRP.

(6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan yang berada di

wilayahnya untuk mendukung pe1aksanaan pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam PasallO.

(2) Penunjukan 1aboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat(l) dilakukan sete1ah memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penunjukan 1aboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mu1ai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan

masaberlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan

berakhir.

Pasal13

(1) Dinas melakukan pembinaan kepada 1aboratorium lingkungan

yang berada di wilayahnya tetkait dengan pemenuhan

petsyaratan sebagaimana diatur da1am Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Da1am hal 1aboratorium 1ingkungan me1anggar Peraturan

Perundang-undangan di bidang PPLH dan/atau tidak dapat

menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bupati dapat mencabut penunjukan laboratorium

lingkungan.
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Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal14

Pengenda!ian pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (3)hurufa -meliputi:

a. pencegahan pencemaran Air;

b. penanggulangan pencemaran Air; dan

c. pemulihan kualitas Air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasa! 15

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

hurUf a dilakukan rneIalui upaya:

a, pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;

b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan

c. pemantauan kua!itas air pada surnber air.

Pasa! 16

(1) Setiap orang yang membuang Air liniba.h ke sumber Ail' wajib

memiliki izin dari Bupati.

(2) Pemberian izin pembuangan Air limbah ke Sumber Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pemegang izin pembuangan Air limbah ke Sumber Air wajib

menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum da!am izin

pembuangan Air limbah ke sumber Air.

Pasal17

(1) Penyediaan prasarana dan sa.rana pengolahan Air limbah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilikukan

oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.
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(2) Hasil pengelolaan Air Limbah sebagaimana dirrtaksud pada

ayat (1) harus memenuhi baku mutu Air Limbah.

(3) Setiap orang yang membuang Air limbah ke prasarana dan

sarana pengolahan Air limbah yang disediakan oleh Pemerintah

Kabupaten sebagaimana dirrtaksud pada ayat (1) dikenakan

retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pembuangan air

limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh

Pemerintah Kabupaten sebagairrtana dimaksud pada ayat (3)

diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

(I) Pemantauan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan oleh

Kepala Dinas.

(2) Pemantauan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam)

bulan sekali.

(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi

cemar, Kepala Dinas melakukan upaya penanggulangan

pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan

mutu air sasaran.

(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi

baik, Kepala Dinas melakukan upaya rrtempertahankan atau

meningkatkan kualitas air.

Pasal19

Ketentuan lebih lanjut mengenai

sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Bupati.
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Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal20

(1) Setiap Orang yang rrtelakukan pencemaran Air wajib melakukan

Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b.

(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib

membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada

keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

(3) Penanggulangan pencemaran airsebagairrtana dimaksud pada

ayat (1)dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada

masyarakat;

b. pengis6lasian pencemaran air;

c. pembersihan air yang tercemar;

d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas

pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(4) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan penanggulangan

pencemaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya

Pencemaran Air diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau

menugaskan pihak ketiga melakukan penanggulangan

Pencemaran Air.

(5) Biaya penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dibebankan setiap Orang yang melakukan

Pencemaran Air.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal21

(1) Pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan

Pencemaran Air.

19



(2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan

kualitas air;

b. pembersihan unsur pencemaran;

c. remediasi; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perketnbangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(3)Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan kualitas air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) han keIja sejak teIjadinya pencemaran air

diketahui, Kepala Dinas menugaskan pihak ketiga untuk

melakukan upaya pemulihan kualitas air

(4)Biaya pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan

Pencemaran Air.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencetnaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal22

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

a. pencegahan pencemaran udara;

b. penanggulangan pencemaran udara; dan

c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan

manusia dan lingkungan hidup.
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Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasa123

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasa!

22 huruf a dilakukan melalui upaya:

a. penetapan Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten;

b. penetapan baku mutu emisi tidak bergerak dan baku mutu

gangguan;

c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas

buang bergerak;

d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;

e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan

f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasa124

(1) Penetapan Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 23 huruf a dilakukan lebih ketat atau

sarna dengan Baku Mutu Udara Ambien Provinsi dan/atau

nasional.

(2) Dalam hal Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten lebih ketat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku

Baku Mutu Udara Ambien Provinsi dan/atau nasional.

(3) Da1am hal Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten 1ebih ketat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) te1ah ditetapkan, berlaku

Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Udara Ambien

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasa125

(1) Penetapan baku mutu emisi bergerak/tidak bergerak dan baku

mutu gangguan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 huruf b dilakukan 1ebih ketat dari baku mutu gangguan

Provinsi dan/ atau nasional.
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(2) Dalam hal baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan

Kabupaten lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu

gangguan Provinsi dan/atau nasional.

(3) Dalam hal baku mutu etnisi dan Baku Mutu Gangguan

Kabupaten lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah ditetapkan, berlaku baku mutu etnisi dan Baku Mutu

Gangguan Kabupaten.

(4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang

mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku

mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan._

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi dan Baku

Mutu Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal26

(1) Baku mutu kebisingan dan Baku Mutu Emisi Gas Buang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan

sesuai dengan baku mutu kebisingan dan Baku Mutu Emisi Gas

Buang nasional.

(2) Baku mutu kebisingan dan Baku Mutu Emisi Gas BUal'lg

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan

bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang

mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.

(3) Setiap kendaraan bertnotor yang dioperasikan di darat, air dan

udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib

memenuhi baku mutu kebisingan dan Baku MutuEmisi Gas

Buang.

Pasal27

(1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana

ditnaksud dalam Pasal 23 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan

bermotor yang dioperasikan di darat.
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(2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor

bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,

kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang- undangan.

(3) Uji berkala kebisingan dan Emisi Gas Buang bagi kendaraan

bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang

mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan

Perundang- undangan.

(4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala

emisi dan kebisinga.n kendaraanbermotor diberi kartu uji dan

tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh

petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang"

undangan.

(5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan Emisi Gas

Buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal28

(I) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf e wajib dilaksanakan oleh

setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.

(2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap kendaraan bermotor

yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 29

(1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien

Kabupaten;

b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan

c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
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(3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit

6 (enam) bulan sekali.

Pasal30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan

Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal3l

(1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara

wajib melakukan Penanggulangan pencemaran udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.

(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang

dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib

membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada

keadaan darurat dan/atau keadaan yangtidak terduga lainnya.

(3) Dalam hal teIjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.

(4) PenanggUlangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan dengan cara: .

a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan

untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;

b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;

dan

c. menetapkan proseduroperasi

penanggulangan pencemaran udara;

standar untuk

(5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan

pencemaran udara seba,gaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han keIja sejak teIjadinya

pencemaran udara diketahui, Kepala Dinas menugaskan pihak

ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara.
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(6) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada setiap Orang yang

melakukan pencemaran.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran

udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 32

(1) 8etiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara

wajib melakukan pemulihan kualitas udara sesuai dengan

stan dar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasa122 hurufc.

(2) Pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber

tidak bergerak dilakukan dengan cara:

a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak

bergerak;

b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang

diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;

c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang

diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;

d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh

pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan kualitas

udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya

pencemaran udara diketahui, Kepala Dinas menugaskan pihak

ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara.
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(4) 8iaya pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan

pencemaran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

8upati.

8agian Keempat

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasa133

(1) Pengendalian pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3)huruf c meliputi:

a. pencegahan pencemaran Tanah;

b. penanggulangan pencemaran Tanah; dan

c. pemulihan kualitas Tanah.

(2) Pencemaran tanah bersumber dari :

a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada Tanah; dan / atau

b. pengelolaan limbah 83 yang tidak sesuai dengan ketentuan

teknis pengelolaan limbah 83.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal34

Pencegahan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (1)huruf a dilakukan melalui upaya:

a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada

Tanah;

b. penetapan Izin Pengelolaan L83 untuk Penyimpanan L83

dan/atau Izin Pengelolaan L83 dalam bentuk lain sesuai

kewenangannya;dan

c. pemantauan kualitas Tauah.
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Pasal35

(1) Bupati menetapkan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi

pada Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a.

(2) Setiap Orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi

pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.

(3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah untuk aplikasi

pada Tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang

tercantum dalam izin.

Pasal 36

(1) Bupati menetapkan Izin Pengelolaan LB3 sesuai kewenangannya

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 huruf b.

(2) Setiaporang yang melakukan pengeloIaan LB3 untuk

penyimpanan LB3wajib rnemiliki Izin dari Bupati.

(3) Setiap pemegang izin pengelolaan LB3 wajib mentaati

persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalarn izin.

Pasal37

(1) Kepala Dinas melaksanakan Pemantauan kualitas Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c.

(2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala

Dinas melakukan upaya penanggulangan pencemaran Tanah

dan pemulihan kualitas Tanah.

(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala

Dinas melakukan upaya untuk mempertahankan atau

meningkatkan kualitas Tanah.

Pasal38

Ketentuan lebih lanjut mengenai

Tanah sebagaimana dimaksud dalam

PeraturanBupati.
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Paragraf 3

Penanggulangan PenCemaran Tanah

Pasal39

(1) Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran Tanah

wajib me1akukan Penanggulangan pencemaran Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 33 ayat (1) huruf b.

(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib

membuat rencana penanggulangan pencemaran Tanah pada

keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

(3) Dalam hal terjadi keadaan daruratsebagaimana dimaksud pada

ayat (2), setiap Orang wajib melakukan penanggulangan

pencemaran Tanah.

(4) Penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada

masyarakat;

b. pengiso1asian pencemaran Tanah;

c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas

pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

tekno1ogi.

(5) Apabila setiap orang tidak melakukan penanggulangan

pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han kerja sejak terjadinya

pencemaran Tanah diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau

menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan

pencemaran tanah.

(6) Biaya penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada setiap Orang yang

melakukan pencemaran Tanah

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Bupati.
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Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal40

(1) Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran Tanah

wajib melakukan Pemulihan kualitas Tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c.

(2) Setiap Orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan

mengakibatkan pencemaran Tanah wajib melakukan pemulihan

Tanah.

(3) Pemulihan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan

pemulihan kualitas Tanah;

b. pembersihan unsur pencemaran Tanah; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(4) Apabila setiap orang tidak me1akukan pemulihan kualitas tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamjangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari keIja sejak teIjadinya pencemaran

tanah diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan

pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah.

(5) Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan

. pencemaran Tanah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal41

Pengendalian kerusakan Ekosistem Tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi:
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a. pencegahan kerusakan Tanah;

b. penanggulangan kerusakan Tanah; dan

c. pemulihan kondisi Tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal42

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 huruf a dilakukan melalui upaya:

a. penetapan kriteria baku kerusakan Tanah Kabupaten; dan

b. penetapan izin lingkungan.

Pasal43

(1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat dilakukan Iebih ketat

dari kriteria baku kerusakan tanah Provinsi dan/atau nasional.

(2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih

ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan,

berlaku kriteria baku kerusakan tanah Provinsi dan / atau

nasional.

(3) Apabila penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku

kriteria baku kerusakan tanah Kabupaten.

(4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib

menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan

tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal44

(l)Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan

kewenangannya.
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(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam

izin lingkungan.

Pasal45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 42 diatur dengan Peraturan

Bupati.

Paragraf :3
Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasa146

(1)Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya kerusakan Tanah

wajib melakukan Penanggulangan kerusakan Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41huruf b.

(2)Penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan kerusakan Tanah kepada

masyarakat;

b. pengisolasian sumber perusak Tanah;

C. pehghentian kegiatan penggunaan Tanah;

d. pelaksanaan teknik konservasi Tanah;

e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;

f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;

g. penanganan dampak yang ditimbulkan; danfatau

h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(3)Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan

kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerjasejak terjadinya kerusakantanah diketahui, Bupati sesuai

dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan

pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan

tanah.
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(4)Biaya penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3)dibebankan kepada setiap Orang.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasa147

(1)Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya kerusakan Tanah

wajib melakukan Pemulihan kondisi Tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasa141 hurufc.

(2)Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara

a. remediasi;.

b. rehabilitasi; danl atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

(3)Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan kerusakan

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan

tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat

melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan

pemulihan kerusakan tanah.

(4)Biaya pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibebankan kepada setiap Orang yang me1akukan

kerusakan tanah.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah sebagaimana

dimaksud pada. ayat (2)diatur denga.n Peraturan Bupati.
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Bagian Keenam

Pengendalian Kerusakan

Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal48

Pengenda!ian kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 10 ayat (4) huruf b meliputi:

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan

di Luar Kawasan Hutan

Pasa149

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan mela!ui

upaya:

a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;

b. penetapan izin lingkungan; dan

c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal50

(1) Bupati berwenang menetapkan fungsi ekosistem hutan di luar

kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 49 huruf a.

(2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil

inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan eli luar

kawasan hutan.

(3) Inventarisasi karakteristik hutan eli luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:

a. curah hujan 2000 (dua ribu) sampai 3000 mm (tiga ribu

millimeter) per tahun;

b. temperatur yang rendah;
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c. kelembaban udara yang tinggi;

d. tajuk yang berlapis-Iapis dan berstrata;

e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan

f. selalu hijau (ever green)

(4) lnventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:

a. fungsi perlindungan;

b. fungsi pengontrol; dan/atau

c. fungsi produksi.

Pasal51

(1) Bupati berwenang menetapkan lZm lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf b atas kegiatan pemanfaatan

ekosistem hutan di luar kawasan hutan yang berdampak

terhadap lingkungan hidup.

(2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan

kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal52

(1)Bupati berwenang melakukan Pemantauan fungsi ekosistem

hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal49 huruf c.

(2)Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk:

a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luat

kawasan hutan; dan/atau

b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan

dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(3)Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1

(satu) tahun sekali.
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Pasal53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem

hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan

di Luar Kawasan Hutan

Pasal54

(1) Setiap Orang yang mengakibatkan terjadinya kerusakan

ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan

Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b.

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan

hutan dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar

kawasan hutan kepada masyarakat;

b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;

c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan

hutan;

d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;

e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau

f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan penanggulangan

ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak terjadinya kerusakan hutan di luar kawasan hutan

diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan

atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan

penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(4) Biaya penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap

Orang yang melakukan kerusakan ekosistem di luar kawasan

hutan.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistem

hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan

di Luar Kawasan Hutan

Pasal 55

(1)Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasanhutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c wajib

dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan

ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(2)Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:

a. rehabilitasi;

b. restorasi; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

(3)Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan

ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem

hutan di luar kawasan hutan diketahui, Bupati sesuai dengan

kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga

untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar

kawasan hutan.

(4)Biaya pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada

setiap Orang yang melakukan kerusakan tanah.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan ekosistem hutan

di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.
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BABVI

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal56

(I) Pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 4 huruf d dilakukan pada:

a. media Iingkungan hidup; dan

b. ekosistem.

(2) Pemeliharaan terhadap media Iingkungan hidup sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeliharaan terhadap

kualitas:

a. Air;

b. Udara; dan

c. Tanah.

(3) Pemeliharaan terhadap ekosistern sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufb meliputi pemeliharaan terhadap ekosistem:

a. hutan di luar kawasan hutan; dan

b. pemeliharaan ekosistern lainnya sesuai perkembangan iIrnu

pengetahuan dan teknologi.

(4) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai pemelihataan ekosistem

-Iainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perneliharaan Kualitas Air

Paragraf 1

Umum

Pasal57

Pemeliharaan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

a konservasi air dan lahan;

b pencadangan air; dan

c pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali

dampak perubahan iklim.
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Paragraf 2

Konservasi Air dan Lahan

Pasal58

(1) Konservasi air dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

57 huruf a meliputi :

a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga

kualitas air;

b. konservasi sumber aIr yang berfungsi dalam menjaga

kualitas air; dan

c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem

perairan.

(2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya

perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

(3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas

air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya

perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air

tertentu.

(4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem

perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dilakukan

sesuai dengan ketentuan Petaturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal59

(1)Pencadangan Airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b

dilakukan terhadap sumber Air dengan kualitas tertentu yang

tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(2)Pencadangan Airsebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan

melalui upaya:

a. penetapan sumber Air yang belum dimanfaatkan yang

memiliki kualitas Airyang masih baik; dan/atau

b. penetapan sumber Air yang memiliki kualitas air yang

tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.

38



(3)Pemulihan kua1itas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan me1alui upaya:

a penghentian kegiatan pembuangan Air 1imbah; dan/atau

b penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Air.

(4)Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3)huruf a dilakukan oleh kepa1a Dinas dan

dikoordinasikan oleh Bupati.

(5)Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di1akukan oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang- undangan.

(6)Pencadangan air dengan kualitas tertentu di1aksanakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pe1estarian Fungsi Ekosistem Perairan

Sebagai Pengenda1i Dampak Perubahan Iklim

Pasa160

(1) Pe1estarian fungsi ekosistem permran sebagai pengendali

dampak perubahan ik1im sebagaimana dimaksud da1am Pasa1

57 huruf c, me1iputi upaya:

a. mitigasi perubahan ik1im;dan

b. adaptasi perubahan iklim.

(2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakart me1a1uiupaya:

a. penurunan ertlisi gas rumah kaca dari air limbah yang

mempengaruhi kualitas air dan

b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada

ekosistem perairan;

(3) Penurunanemisi gas rumah kaea dari air limbah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan me1alui izin

pembuangan air limbah ke sumber air.

(4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di1akukan me1a1ui

konservasi dan rehabi1itasi atau restorasi ekosistertl perairan.
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(5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan melalui upaya:

a. penurunan tingkat keterpapatan dan kepekaan (sensitivitas)

terhadap kualitas air; dan

b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan,

sektor dan masyarakat.

(6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan

iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal62

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

a. konservasi kualitas udara; dan

b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Udara

Pasal63

(1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara

(2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan melalui:

a. alokasi ruang terbuka hijau;

b. pemenuhan baku Ihutu udara ambient; dan

c. RPPLH.
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Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal64

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

huruf b dilakukan melalui upaya :

a. mitigasi perubahan iklim;

b. perlindungan 1apisan ozon; dan

c. per1indungan terhadap deposisi asam.

Pasa165

Ketentuan 1ebih 1anjut mengenai pemeliharaan kualitas udara

sebagaimana dimaksud Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal66

(1) Pemeliharaan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 56 ayat (2) huruf c dilakukan me1alui upaya konservasi

Tanah.

(2) Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di1akukan dengan cara:

a. mekanik;

b. bio1ogis;

c. kimia; dan

d. konservasi lainnya sesual dengan perkembangan ilmu dan

teknologi

(3) Ketentuan 1ebih lanjut mengenai konservasi Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kelima

Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal67

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya:

a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;

b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau

c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal68

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi kegiatan:

a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;

b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan

c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan

hutan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal69

(1)Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan

melalui penetapan kawasan yang bemilai penting bagi

konservasi keanekaragaman hayati padaekosistem hutan.

(2)Bupati menetapkan kawasan yang bemilai penting bagi

konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 70

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai

pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud

dalam Pasal67 huruf c dilakukan melalui upaya:

a. mitigasi perubahan iklim; dan

b. adaptasi perubahan iklim.

Pasa171

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di

luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB Vll

HAK, KEW AJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasa172

(1)Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2)Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten

melakukan:

a. kegiatan PPLH;

b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;

dan

c. Standar Pelayanart Minimal di bidang PPLH sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Setiap orang berhak mendapatkan:

a. pendidikan lingkungan hidup;

b. akses informasi lingkungan hidup; dan

c. akses keadilan.
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(2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf a melalui jalur:

a. pendidikan formal;

b. pendidikan informal; dan/atau

c. pendidikan non-formal.

(3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap

kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta,

rasa, dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan

meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan

lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan

sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah di Daerah.

(4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak

untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari

Pemerintah Kabupaten dan/atau penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLHyang menurut sifat

dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui sehap orang.

(5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf c dapat berupa hak untuk:

a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau

perusakan lingkungan hidup kepada Dinas;

b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan

pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup dari Dinas;

c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada

aparat penegak hukum;

d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian

kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

dan/atau

e. mendapatkan fasilitasi dari Dinas dalam penyelesaian

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
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Pasal74

(1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan

terhadap:

a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amda!;dan

b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL

(2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha

dan/atau kegiatan yang w~ib Amdal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf a dapat disampaikan:

a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Dinas pada saat

pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang

dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen

Kerangka Acuan; dan/ atau

b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau

organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai

Amda! pada saat perrtbahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha

dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPLsebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Dinas pada

saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasa! 75

Setiap Orang berhak untuk berperan dalam perencartaan,

pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum

lingkungan.

Pasal76

(1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan

atau tertulis kepada Dinas.

(2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup dapat disampaikan kepada Dinas untuk

usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin

PPLHnya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Dinas setelah menerima pengaduan akibat dugaart pertcemaran

dan/atauperusakan lingkungan hidup melakukan penanganan

pengaduan dengan tahapan kegia.tan:

a. penerimaan;
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b. penelaahan;

c. verifikasi;

d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan

e. penyampaian perkembangan dan hasH tindak lanjut

verifikasi pengaduan kepada pengadu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 77

Setiap orang wajib:

a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup;

b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air,

pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan

c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan

ekosistem Tanah, dan hutan di luar kawasan hutan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 78

(1)Setiap orang dilarang:

a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;

b. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam satu saat atau

pelepasan dadakan;

c. melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penaatan

batas kadar yang dipersyaratkan;

d. membuang limbah padat danjatau gas ke dalam sumber Air;

e. melakukan pencemaran Airpada sumber Air;

f. melakukan pencemaran udara;

g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten tanpa izin;
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".'
h. melakukan pencemaran dan/atau perusakan Tanah;

i. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat

berbahaya danfatau bahan kimia yang dapat merusak ekosistem

air dan tanah;

J. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

k. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun

Amdal; dan

I. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan

informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang

tidak benar.

(2) Pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimarta dimaksud

pada ayat (1) huruf j dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3)Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimall (satu)

hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas

lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pertcegah penjalaran

api ke wilayah sekelilingnya.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pembukaan lahan

dengart cara membakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati.

BABVlll

KERJA SAMADANKEMITRAAN

Bagiart Kesatu

Kerja Sama Antar daerah

Pasal 79

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan

Pemerintah Daerah lainnya.

(2) Kerja Sarna dengan Pemerintah Daetah lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:

a. Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

dalarn Provinsi;

b. Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah kabupaten/kota

dalarn Provinsi yangberbeda; dan jatau

c. Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi lainnya.

47



dengan

dengan

(3) Kerja sarna dengan Pemerintah Kabupaten 1ainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dapat berupa kerja sarna da1am:

a. pengenda1ian pencemaran Air, Udara dan Tanah lintas

Kabupaten/Kota.;

b. pengendalian kerusa.kan ekosistem Tanah, dan/atau hutan

di 1uar kawasan hutan 1inta.skabupaten/kota;

c. penye1enggaraan pendidikan dan/atau pe1atihan di bidang

PPLH;

d. penye1esaian pengaduan akibat dugaan terjadinya

pencemaran dan/ata.u perusakan lingkungan hidup;

e. pengawasan ketaa.tan penanggung jawab usaha dan Iatau
kegiatan atas ketentuan dalarn izin 1ingkungan dan/atau izin

PPLH;

f. pe1aksa.naandiseminasi PeratUran Perundang-undangan di

bidang PPLH;dan/atau

g. pengembangan sistem informasi 1ingkungan hidup; dan/atau

h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air

lintas kabupaten/kota.

(4) Tata cara kerja sarna an tara Pemerintah Kabupaten

pemerintah daerah 1ainnya di1aksanakan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasa180

(1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan ke1ompok

masyarakat, organisasi 1ingkungan hidup, dan/atau asosiasi

pengusaha atau profesi da1am PPLH.

(2) Kemitraan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam .bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dan

ke1ompok masyarakat, organisasi 1ingkungan hidup, dan/atau

asosiasi pengusaha atau profesi.

(3) Tata cara pe1aksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

48



a. pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;

b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat

pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan

kegiatan Pemerintah Kabupaten; dan

c. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak

bertentangan denganketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Masyarakat. berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial

mela!ui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau

pengaduan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dinas membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan

keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara

pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pasal83

Pemberian saran, pendapat, usul; keberatan, pengaduan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 81 ayat (3)huruf b mengenai:

a. PPLH;

b. perumusan kebijakan dan strategi PPLH;

C. rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap

lingkungan hidup; dan/atau

d. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup.

Pasal84

(1)Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud

da!am Pasa! 81 ayat (3) huruf ckepada Pemerintah Daerah

melalui sarana komunikasi yang demokrasi.

(2)Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l)dapat berupa:

a. informasi mengenai dugaan tetjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
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b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang

akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal85

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri,

bermitra dengan pemerirttah daerah, dan/atau lembaga lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) hurufd dapat

berupa:

a. pengolahan Air Lirrtbah;

b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran

lingkungan hidup;

c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan

lingkungan hidup; dan/atau

d. pemulihan lahan terkontamirtasi limbah B3.

BABX

SISTEMINFORMASILINGKUNGANHIDUP

Pasal86

(1)Dinas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan

hidup.

(2)Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib

dipublikasikan kepada masyarakat.

(3)Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dirrtaksud pada

ayat (1),meliputi:

a. status lingkungan hidup;

b. peta rawan lingkungan hidup;

c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya

daya alam, dan kearifart lokal

d. peraturan perurtdang-urtdangan di bidang PPLH;

e. kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang PPLH;

f. izin lingkungan;

g. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten(kecuali minyak

pelumas/oli bekas);
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h. izin pengelolaan 183 untuk penyimpanan 183;

i. izin pembuangan Air 1imbah ke sumber Air;

J. izin pemanfaatan Air 1imbah untuk aplikasi pada Tanah;

k. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup;

1. status mutu Air pada sumber Air, status mutu udara, dan

status mutu Tanah;

m. kondisi Tanah;

n. status kerusakan Ta.nah;

o. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan

ekosistem;

p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran Air pada

sumber Air, udara, dan Tanah;

q. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Tanah;

r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas Air, udara,

dan Tanah;

s. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan

ekosistem hutan; dan

t. laporan hasil pelaksanaa.n pengawasan lingkungan hidup.

Pasa187

(1) Untuk mengemba.ngkan sistem informasi lingkunga.n hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 aya.t (1), Dinas

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota lain dan/atau non Pemerintah terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal88

Dinas wajib me1akukan:

a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling

sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan

b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup

dalamjangka waktu tertentu.
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Pasal89

(1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau

belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup,

setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada

pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Dinas.

(2) Dinas dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1),apabila termasuk jenis

informasi publik yang dikecualikan.

(3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak

diberikan oleh Dinas, pemohon dapat mengajukan gugatan

melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal90

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB Xl

IZINPERLINDUNGANDANPENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP

Bagian Kesatu

lzin Lingkungan

Pasal91

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau

UKL-UPLwajib memiliki izin lingkungan.

(2)Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan

yang menjadi skala Kabupaten.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin

lingkungan kepada Kepala Dinas/Dinas.

Pasal92

(1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada

Kepala Dinas.

(2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
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a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL;atau

b. pemeriksaan UKL-UPL.

(3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)harus dilengkapi dengan:

a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;

b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan

c. profil usaha dan/atau kegiatan.

(4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan

kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:

a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib

Amdal, meliputi:

1. bukti formal bahwa rencana Iokasi usaha dan/atau

kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;

2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau

kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan

3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia

jasa penyusunan dokumen Arodal dan sertifikasi

kompetensi penyusun Aroda!'

b: kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL,antara lain:

1. kesesuaian dengan tata ruang;

2. deskripsi rind rencana usaha dan/atau kegiatan;

3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;

4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

dan

5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup.

Pasal93

(1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) dapat berupa:

a permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau

b permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.

54



(2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberi

tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.

(3) Dalamhal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak

lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas

mengembalikan permohortan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal94

(1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, Dinas

melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan

pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:

a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen

Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara

administrasi; Mau

b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-

UPLdinyatakan lengkap secara administrasi.

(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan

terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui:

a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi

masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak

diumumkan permohonan izin lingkungan; atau

b. Kepala Dinas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari

kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi

usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.

(3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumert ANDAL-

RKLatau pemeriksaan formulir UKL-UPL.

(4) Berdasarkan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau

pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala Dinas sesuai kewenartgannya menerbitkan:

a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan

ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
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b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal95

(1)Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian dokumen

ANDALdan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau

penilaian akhir dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari

terhitung sejak dokumen Andal' dan RKL-RPL dinyatakan

lengkap secara administrasi.

(2)Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan

penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14

. (empat belas) hari keIja terhitung sejak formulir UKL-UPL

dinyatakan lengkap secara administrasi.

(3)Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, danpenerbitan

izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan

lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal96

(1) lzin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas wajib

diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin

lingkungan.

Pasal97

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan

permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha

dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin Iingkungan

direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(2)Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat(l) sesuai denganketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal98

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin

usaha dan/atau kegiatan.

56



Pasa199

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan sebagaimana

dimaksud dalarn Pasa191 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Pengumpulan Limbah B3

PasallOO

(1) Izin dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan oIeh Bupati

meliputi:

a. izin pengumpulan Iimbah B3 skala Kabupaten, kecuali

minyak pelumas/oli bekas; dan

b. rekomendasi izin pengumpulan Iimbah B3 skala nasionaL

(2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan izin dan tekomendasi

izin pengumpulan Iimbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 101

(1) Setiap Badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan

Iimbah B3 skala Kabupaten wajib memiliki izin dari Kepala

Dinas.

(2)Badan usaha yang kegiatan utarnanya berupa pengumpulan

limbah B3 wajib memiliki:

a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi

kegiatan pengumpulan limbah B3; dan

b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan

Iimbah B3.

(3)Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

a. jenis Iimbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau

b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak

kerja sarna dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau

penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 102

(1)Pemohon mengajukan permohonanizin pengumpulan limbah B3

kepada Kepala Dinas.
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(2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dengan persyaratan:

a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan

b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

(3)Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan

penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon.

(4)Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud

pada .ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi

permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidaklertgkap.

(5)Dalam hal kelengkapan administrasi perrnohonan izin

dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas

memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada

pemohon paling lama 7 (tujuh) hari keIja sejak permohonan izin

dan dokumen administrasi diterima.

(6)Dalam hal kelengkapan administrasi perrrtohonan izin

dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Dinas mengembalikan kepada petnohon.

Pasall03

(I) Terhadap kelengkapan adtninistrasi permohonan lzm yang

dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

ayat (5), Kepala Dinas menugaskan tim verifikasi untuk rnenilai

kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pernohon

dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang

dilengkapi dengan Berita Acara.

(2)Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara

persyaratan yang diajukart pemohon dengan kondisi nyata di

lokasi usaha dan/ atau kegiatan.

(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

disampaikan kepada pemohon palirtg lama 7

setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
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(4)Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian an tara

persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di

lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),Kepala Dinas menerbitkan izin.

(5)Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara

persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di

lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan

permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan

penolakan.

Pasal 104

(1) Izin pengumpulan limbah B3 Kabupaten diterbitkan paling lama

45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya

surat permohonan izin secara lengkap.

pada ayat (1)

menerbitkan

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud

terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan/

keputusan permohonan izin,permohonan izin

disetujui.

dianggap

Pasall05

(1)Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan

dapat diperpanjang.

(2)Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Dinas

paling lama 60 (enam puluh) harikerja sebelum masa berlaku

izin berakhir.

Pasall06

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau

cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib

mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 107

lzin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:

a. masa berlaku izin habis dan tidak diperpanjang; atau
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b. dicabut oleh oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 108

Ketentuan Iebih Ianjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah

B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 109

(1)Setiap Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3

skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang

setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari

Bupati.

(2)Bupati dapat mendelegasikan penerbitan rekomendasi izin

pengumpulan limbah B3sebagaimana dimaksud padaayat (1)

kepada Kepala Dinas/Dinas.

Pasalll0

(1) Badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin

pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Kepala Dinas

untuk memperoleh izin pengumpulan Iimbah B3 skala nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).

(2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penilaian

kelengkapan administrasi.

(3) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kelengkapan administrasi

dinyatakan Iengkap atau tidak lengkap

(4) Dalamhal kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas

menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara

persyaratan yang diajukan oIehpemohon dengan kondisi nyata

di Iokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan

Berita Acara.
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(5) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyatakan tidak lengkap

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas

mengembalikan permohonan rekomendasi izin pengumpulan

limbah 83 skala nasional kepada pemohon.

Pasal 111

(1)Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat

(4) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian

antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi

nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

(2)Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara

persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di

lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi izin

pengumpulan limbah 83 kepada pemohon.

(3)Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara

persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di

lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas mengeluarkan surat penolakan

permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah 83 kepada

pemohon disertai alasan.

(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

disampaikan kepada pemohon paling lama 7

setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 112

pada ayat (1)

(tujuh) hari kerja

(1)Persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diterimanya permohonan rekomendasi izin.

(2)Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk surat Kepala

Dinas.

(3)Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan Jimbah

83 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

disertai dengan alasan penolakan.
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(4)Apabila dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dinas tidak menerbitkan keputusan permohonan

rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap

disetujui.

(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dinas tidak menerbitkan keputusan permohonan

rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap

disetujui.

Pasal 113

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala

nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan.

Pasal114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diatur dengan Peraturan

Bupati.

BABXII

PEMBINAAN

Pasal 115

(1) Dinas melakukan pembinaan tentang PPLHkepada:

a. dunia usaha; dan

b. masyarakat

dalam PPLH.

(2) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:

a. bantuan teknis;

b. bimbingan teknis;

c. diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH;

dan/atau

d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.
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ketaatan

ketentuan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam PPLH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XIll

PENGAWASAN

Pasal1l6

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas

yang ditetapkan dalam:

a. izin lingkungan.;

b. izin penyimpanan semen tara limbah B3 Kabupaten;

c. izin pengumpulan limbah B3 Kabupaten; dan

d. Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH.

(2) Dalam hal izin Pertgelolaan dan Perlindungan Lirtgkungan Hidup

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi,

Pemerirttah Kabupaten dapat memberikan rekomendasi ke

Pernerintah Pusat/Pemerintah Provinsi sesuaJ. dengan

kewenangannya.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:

a. Kepala Dinas/Dinas; dan

.b. PejabatPengawas Lirtgkungan Hidup.

(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagairnana dimaksud

dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b berwenang:

a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan

yang diperlukan;
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d. memasuki tempat tertentu;

e. memotret;

f. membuat rekaman audio visual;

g. mengambil sampe!;

h. memeriksa pera!atan;

i. memeriksainstalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau

j. menghentikan pe!anggaran tertentu.

(2) Dalam me!aksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan

hidup dapat me!akukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS).

(3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang

menghalangi pe!aksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan

hidup.

Pasal118

Ketentuan !ebih lanjut mengenai .tata cara pengangkatanPejabat

Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1!6 ayat (3) dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud

da!am Pasal 117 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSIADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasa! 119

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan

ayat (3), PasaI 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasa! 21 ayat (1),

Pasal 25 ayat (4), Pasa! 26 ayat (3), Pasa! 28 ayat (1), Pasa! 31

ayat (l)sampai dengan ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasa! 35

ayat (2) dan ayat (3), Pasa! 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3),

PasaI 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasa! 39 ayat (1) sampai dengan

ayat (3), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasa! 43 ayat (4),

Pasa! 44 ayat (2), Pasa! 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasa! 51

ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 77, Pasa! 78

ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasa! 101 ayat (1)

dan ayat (2), Pasa! 106,. Pasa! 109 dikenakan sanksi

administratif.
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(2) Bupati mendelegasikan penerapan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Kepala Dinas.

(3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasatkan pada hasH pengawasan yang dilakukan oleh

pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat

fungsional.

Pasal120

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat

(1) terdiri atas;

a. teguran tertulis;

b. paksaan Pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 121

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a

diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban

yang tercantum dalam:

a. Izin Lingkungan;

b. Izin PPLH;dan/atau

c. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH,

tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

hidup.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintah

Pasal 122

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120

huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau

kegiatan apabila:

65



a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban

yang tercantum dalam lzin Lingkungan dan/atau lzin PPLH;

dan/atau

b. menimbulkan pencemaran danl atau. kerusakan lingkungan

hidup.

(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak

melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas

setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi.

(3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan

Pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pembekuan Izin Lingkungan

Pasa!123

(1) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dirrtaksud dalam

Pasa! 120 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan:

a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

b. melakukan kegiatan se1ain kegiatan yang tercantum dalam

Izin Lingkungan serta Izin PPLH;dan/atau

c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan

dan/atau Izin PPLH.

(2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan penghentian sementara

usaha danl atau kegiatan, da!am hal sanksi administratif yang

diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin

PPLH.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Lingkungan

Pasa! 124

(1) Pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud da!am

Pasa! 120 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan:
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a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa

persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;

b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan

pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;

dan/atau

c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/ atau

perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan

dan kesehatan manusia.

(2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha

dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang

diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/ atau izin

PPLH.

Pasal130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal

120 diatur dengan Peraturan Bupati.

BABXV

PENYELESAIAN SENGKETA LlNGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasall25

(I) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar

pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak

yang bersengketa.

(2)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara

sukarela olehpara pihak yang bersengketa.

(3)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat

ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang

bersengketa.
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penyelesaian sengketa

ketentuan peraturan

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal126

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya

pencemaran dan/ atau perusakan; dan/ atau

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif

terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrasi sesuai

pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 127

(1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi,

para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga

penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang

dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.

(2) Dinas dapat:

a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia Jasa

penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas

dan tidak memihak; dan/atau

b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan.

(3) Pembentukan lembaga penyedia jasa

lingkungan hidup sesuai dengan

perundang-undangan.

(4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

(5) Dalamhal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat

mengajukan gugatan melalui pengadilan.
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Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Kabupaten

Pasal 128

(1)Pemerintah Kabupaten memiliki hak mengajukan gugatan ganti

rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan

yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan

hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2)Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala

Dinas.

Pasal129

(1)Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah

Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(2)Hak gugat Pemerintah Kabupaten hanya digunakan apabila hasil

verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.

(3)Dalam hal hak gugat Pemerintah Kabupaten digunakan, Dinas

menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang ..

undangan.

(4)Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah

Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal130

(1)Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok

untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan

masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

69



(2)Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat

kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis

tuntutan di an tara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

(3)Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-unda.ngan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 131

(1)Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2)Hak mengajukan gugatan. untuk kepentingan pelestarian

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas

pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa

adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3)Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukart gugatan

harus memenuhi persya.ratan:

a. berbentuk Dinas hukum;

b. menegaskan di dala.m anggaran dasamya bahwa organisasi

tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi

lingkungan hidup; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran

dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat

Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 132

(1)Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort

membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang

keanggotaannya terdiri dari unsur:

a. Pemerintah Kabupaten;

b. Kejaksaan Negeri; dan

c. Kepolisian Resort.
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(2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala

Kepolisian Resort.

BABXVI

PEMBIAYAAN

Pasal133

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLHdan

program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup

dibebankan pada:

a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau

b sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BABXVI!

PENYlDlKAN

Pasa! 134

(1)Penyidikan atas pelanggaran da!am Peraturan Daerah ini

dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten.

(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian

dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan

dengan pemeriksaan perkara;
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h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat

petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan

selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal

tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau

keluarganya; dan

1. mengadakan tindakan lain menu rut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan .

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan hasH penyidikannya kepada Penyidik

Polri.

BAB XVlIl

KETENTUANPIDANA

Pasal135

(1) Setiap orang yang me1anggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) hutuf b,

sampai dengan huruf d, dan huruf g dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.

Pasal136

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) hutuf a,

huruf e, huruf f, huruf h sampai dengan huruf I dipidana dengan

pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIX

KETENTUANPERAUHAN

Pasal 137

(1) lzin lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.
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(2) Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten kecuali minyak

pelumas/oli bekas yang diterbitkan sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa

berlakunyaizin.

BABXX

KETENTUANPENUTUP

Pasal138

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah

,ini diundangkan.

Pasal139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang . dapatmengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal .20 1\4are.{ 2018r;;;;2MUS1

BANYUASINf

~

~ BEN! HERNEDI

Diundangkan di Sekayu.
pada tanggal Jo lMtl('(.~ 2018

SEKRETARISDAERAH
KAB ATENMUSI BANYUASIN'r

LEMBARANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN:(2/MUBA/2018)
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